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MEKANISME PENGGANTIAN ATAS PEMBAYARAN BONUS PRODUKSI KEPADA PENGUSAHA PANAS BUMI 

ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang 
Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang mekanisme Penggantian atas Pembayaran Bonus Produksi kepada Pengusaha Panas 
Bumi 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
      PP No.28 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 136, TLN 5900) 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
      Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu Bonus Produksi kepada pemerintah Daerah Penghasil. 

Pembayaran Bonus Produksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk 
memperoleh penggantian Bonus Produksi, Pengusaha menyampaikan surat permohonan penggantian Bonus 
Produksi kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Energi Baru, 
Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Atas permohonan 
pengaJuan penggantian Bonus Produksi oleh Pengusaha, Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat 
Penerimaan Negara Bukan Pajak melakukan penelitian. Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan atas 
penggantian Bonus Produksi yang telah dibayarkan kepada Pengusaha, terhadap kelebihan atau kekurangan 
tersebut akan diperhitungkan pada periode penggantian Bonus Produksi berikutnya. Dalam hal berdasarkan 
hasil pemeriksaan yang dilakukan instansi yang berwenang ditemukan kesalahan atas penggantian Bonus 
Produksi yang telah dibayarkan kepada Pengusaha, terhadap kesalahan dimaksud dilakukan perbaikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal                           

22 Desember 2017 
    
    

 


